KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang . a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;

b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Jungsemi Tahun 2024.

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Muswarah Desa,

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 3 Tahun
2015 tentang Pendamping Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 4 Tahun
2015 tentang Badan Usaha Milik Desa,

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2015;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun
2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2019;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Bupati Kendal No.3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;

Peraturan Bupati Kendal No. 35 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal no
16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian
Pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
kepada Desa di Kabupaten Kendal,

Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang / jasa di desa;

Peraturan Bupati Kendal No.16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal,
Peraturan Bupati Kendal No. 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun
2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa.
Peraturan Bupati Kendal No.31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang
dibiayaidari Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Kendal No.46 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa,

Peraturan Bupati Kendal No.19 Tahun 2019 tentang
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Kendal No. 30 tahun 2019 tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Kendal No 5 Tahun
2017 tentang Penghasilan, Tunjangan dan
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Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal,

24. Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum di Kabupaten Kendal,

25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 01 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

26. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 02 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2022-2028;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA JUNGSEMI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jungsemi;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4, Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

Daerah adalah Kabupaten Kendal;

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

o
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dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kendal;

Bupati adalah Bupati Kendal;

. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah;

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa;

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi;

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan
selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum
musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa
dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi
permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah);

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan
yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD
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Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah
stake holders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan
masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati
kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,
rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah
kebijakan pembangunan Desa;

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat
rencana  penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik
mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender,
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan
teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus
utamaan perdamaian, serta kearifan local,;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas
dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus;

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
karakter desa yang meliputi data dasar keluarga,
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potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta
perkembangan Kkemajuan dan permasalahan yang
dihadapi di desa;

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang
diinginkan;

28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara
efektif dan efisien.

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1)Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dasar Hukum
Tujuan dan Manfaat
Proses Penyusunan
Sistematika
BABII : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
Visi — Misi Kepala Desa.
Data kemiskinan dan Profil Desa.
Kebijakan Pendapatan Desa.
Kebijakan Belanja Desa.
. Kebijakan Pembiayaan Desa.
BABIII : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Berdasar evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan pada RKP Desa Tahun
2023.
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.
C. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana
alam, krisis politik, krisis ekonomi dan
atau  kerusahan  sosial yang
berkepanjangan.
BABIV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program  dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2024,
B. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah (Skala Supra
Desa) Tahun Anggaran 2024.
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C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan
masing-masing bidang/sector.
BABV : PENUTUP
A. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa
Tahun 2024,
B. Matrik Program dan Kegiatan Skala
Supra Desa (DU-RKP Desa Tahun 2024.)
Berita Acara Musyawarah Desa
Berita Acara Musrenbang Desa
Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusunan RKP Desa
F. Keputusan BPD tentang Kesepakatan
Bersama

@ o0

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif
dan akuntabel oleh pelaksana Kkegiatan pembangunan
dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung
jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum
Musyawarah Desa.

Pasal 5

- RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang
berkepanjangan, atau;

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
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Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
APB Desa Tahun Anggaran 2024,

Pasal 8

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal : 27 September 2023
KEPALA DESA JUNGSEMI

Diundangkan di Jungsemi
Pada tanggal : 27 September 2023
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI
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“LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2023 NOMOR .4....
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LAMPIRANT : PERATURAN DESA JUNGSEMI

NOMOR i 04 TAHUN 2023
TANGGAL i 27 SEPTEMBER 2023
TENTANG i  RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud,
dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan
berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan
transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas danefisiensi, kearifan lokal,
keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan
Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dankegotong-
royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman
bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan
pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *Terwujudnya Desa yang
maju, mandiri, makmur dan sefahtera tanpa harus kehilangan
Jatidirl.”

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa,
pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang
karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP
Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.
RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan
pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya
sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas
dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya
diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no 43
tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa,

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
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Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Muswarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 3 Tahun 2015
tentang Pendamping Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 4 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018
tentang tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Bupati Kendal No.3 Tahun 2016 tentang Perubahan

Peraturan Bupati No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /

jasa di desa;

Peraturan Bupati Kendal No.35 Tahun 2019 Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kendal no 16 tahun 2015 tentang Tata
CaraPengalokasian Pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi
Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang / jasa di desa;

Peraturan Bupati Kendal No.16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang / jasa di desa.

Peraturan Bupati Kendal No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Kendal No.46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa;

Peraturan Bupati Kendal No.19 Tahun 2019 tentang tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana
Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019,

Peraturan Bupati Kendal No.30 tahun 2019 tentang Perubahan
atas peraturan Bupati Kendal No 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
Kendal;

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
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C.  TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif

adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode
1(satu)tahun;

b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

¢. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

Menetapkan kerangka pendanaan;

e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang berkekuatan hukum tetap,

f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan
pembangunan di desa; dan

g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

a.

Manfaat

a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

b. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

c. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

d. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong
masyarakat; _

e. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat
desa dan antar Desa.

PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Jungsemi Tahun 2024 dilakukan

melalui tahapan sebagai berikut :

1.

2.

-

Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan
tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024;
Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024;

Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft
RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024;
Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes
RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

E.  SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024

disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dasar Hukum
Tujuan dan Manfaat
Proses Penyusunan
Sistematika

BoOOw>
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BAB Il : GAMBARANUMUM PEMERINTAHANDESA
A. Visi = Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB 111 : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
pada RKP Desa Tahun 2023
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang berkepanjangan
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan
Skala Desa Tahun Anggaran 2024:
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa)
Tahun Anggaran 2024.
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-
masing bidang/sector.
BAB V : PENUTUP
A. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun
2024,
B. Matrik Program dan Kegiatan Skala Supra
Desa (DU-RKP Desa Tahun 2024)
C. Berita Acara Musyawarah Desa
D. Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusunan RKP Desa
E. Keputusan BPD tentang  Kesepakatan
Bersama
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BABII
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

VISI DAN MiSI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen
RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan
harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-~ Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Jungsemi disamping merupakan Visi-Misi
KEPALA DESA Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan
pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan
secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jungsemi sebagai berikut :

“Terciptanya Pemerintahan Desa Jungsemi yang Transparan, Profesional,
Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan social kemasyarakatan yang
tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat Desa
Jungsemi dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi
sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Jungsemi sehingga dapat
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Jungsemi
secara netral dan mandiri;

3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang
pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;

4. Meningkatkan dan memotivasi keagamaan terutama kegiatan muslimat
desa

5. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi
masyarakat yang  dituangkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1. Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa jungsemi
sejumlah 1.651 Kepala Keluarga.
2. Profil Desa
Secara umum Kkondisi Desa Jungsemi baik secara demografi
maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah
Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kendal luas wilayah Desa
Jungsemi adalah 6,236 KM?
b. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Jungsemi sebanyak 4.791 jiwa
c. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk di Desa Jungsemi adalah sebagai
berikut :
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NO. |KETERANGAN [ L [ P [JUMLAH
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH 604 | 709| 1313
BELUM TAMAT
? SD/SEDERAJAT 0| 198 s
~ 3| TAMAT SD/SEDERAJAT | 835 770 1605
4| SLTP/SEDERAJAT 490 | 466 956 |
5 | SLTA/SEDERAJAT 245| 193 408 |
6 | DIPLOMA 1/11 1 4 5|
7 | AKADEMI/DIPLOMA 3 0
B 11/S.MUDA 12
8 | DIPLOMA 1V/STRATA 26 30 56
9 | STRATA-II 2 0 2
10 | STRATA-III 0 0 0
JUMLAH TOTAL 2.412 | 2.379 4.791 |
(Sumber Profil Desa)
d. Tingkat Pekerjaan
NO [KETERANGAN L P JUMLAH |
1 | BELUM/TIDAK - '
ctmeail ] 541 | 482 | 1023
2 | MENGURUS RUMAH
TANGEA 0 224 224
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 437 | 349 786
4 | PENSIUNAN 0 5
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL 9 10
(PNS)
6 | PERDAGANGAN 5 12 17
7 | PETANI/PEKEBUN 637 | 694 1331
8 | KARYAWAN SWASTA 58 36 94
9 [ PERIKANAN 5 0 5
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 58 | 80 138 |
11 [ BURUH
TANI/PERKEBUNAN % | 14 9
12 | PEMBANTU RUMAH 0 7
TANGGA
13 [ SOPIR 1 0 1
14 | DOSEN 1 0 1
15 | GURU 11 16 27 —]
16 | BIDAN 0 2 2 |
17 | PEDAGANG 17 25 42 |
18 | PERANGKAT DESA 7 2 9
19 | KEPALA DESA 1 0 1
20 | WIRASWASTA 595 | 433 1028
21 | PEKERJAAN LAINNYA 0 1 1
JUMLAH TOTAL 2.412 | 2.379 4.791

(sumber data Pilah Profil)
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e. Fasilitas infrastruktur dasar
1) Jumlah Sekolah :

= Kelompok Bermain (PAUD ) ! 2 unit
- TK - 4 unit
- SD/MI : 4 unit
- SMP : 0 unit

2) Posyandu ; 3 unit

f. Kondisi tanah
1) Irigasi Teknis : 206.30 Ha
2) Tadah Hujan . 181.30 Ha

KEBIJAKANPENDAPATANDESA

Pendapatan  Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya
dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber
dari: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil
Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan
dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jungsemi Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.997.116.625,- (Dua Milyar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua
Puluh Lima), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 482.764.000,-
2. Dana Desa Rp. 1.162.993.650,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Rp. 63.363.400,-
4. Alokasi Dana Desa Rp. 392.995.575,-
5. Bantuan Keuangan Kabupaten/

Provinsi Rp. 895.000.000,-
KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Rp.anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang
akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 715.202.000,-
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.452.314.625,-
3. Pembinaan Kemsyarakatan Rp. 99.000.000,-
4., Pemberdayaan Masyarakat Rp. 619.000.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat Dan Mendesak Rp. 111.600.000,-

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian
dalam RKP Desa Tahun 2024 ini, Pemerintah Desa Jungsemi belum
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dapat menyusun kebijakan pembiayaan belum disusunnya
perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. PenerimaanPembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan,
3. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
d. Penerimaan Pinjaman
4, Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa; dan
¢. Pembayaran Utang

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan
semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan
permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun
pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak
pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah
beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan
mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung
menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang
pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal,

Dalam RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Jungsemi
dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek,
sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA

TAHUN 2023
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui

analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat
dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2023 Dari hasil analisa tersebut
diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

RKP Desa Jungsemi Tahun 2024
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Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam

RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan

perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi

Pembangunan Tahun 2023,
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa
Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan
sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan
Tahun 2023,
Matrik skala desa.

Matrik Skala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum
diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga
kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

w

BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 02 Tahun 2023
tentang RPJM Desa Jungsemi prioritas masalah yang harus diselesaikan
meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut
adalah:
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam
RPJMDes Tahun 2022-2028 belum diperintahkan dalam peraturan
perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil
Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
Kewenangan berdasarkan Lokal Skala Desa dalam RPJMDes
Tahun 2022-2028 belum diperintahkan dalam peraturan
perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil
Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga
memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari
evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun
berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan
Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut:
1. Bidang Fisik dan Insfrastruktur
Rabat Beton Jalan Wisata PIK.

Normalisasi Sungai Blukar (Bronjong Sungai )
Penerangan Jalan
BKK Bantuan Dusun

RTLH
Jembatan Penghubung Jungsemi-Tanjungmojo

~eoo0gop

BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh
bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi
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akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan

analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat,

ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh
pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang terkikis hingga kepermukiman
warga perlu adanya normalisasi tanggul sungai atau pemasangan
Bronjong Sungai.

2. Masih Banyak saluran Buangan air Sawah yang belum di sender
yang sangat perlu untuk segera diperbaiki secara permanen.

3. Perlunya pembuatan jalan dan buangan air yang baru untuk
pertanian demi meningkatkan dan mendorong kemajuan pertanian
Desa.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jungsemi yang
tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai
permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.
Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan
keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat,
seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain.
Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung
dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jungsemi
secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA !
a | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Desa
1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

3 | Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

4 | Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan
perkantoran,pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
5 | Penyediaan Tunjangan BPD [

Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam,
6 | listrik/telpon, dll)

InsentiffOperasional RT/RW
g | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

a | Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa

b | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

1 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

¢ | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
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3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
d Tl'a_t-srl‘lma Pcmcnn_tgl_u_ll\ I‘mmlcanan;{ i&eunng's;r;;l‘a‘n Pefapomn _-_m e
1 Penyel enggarnan Ml.nynwarah Pmencnnnan l)eca!]’emhahawan APBDes ( Reguler)
1 2| Peny r.'lenggmann Musyawarah Desa | ainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) j
1T 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPIMDesa/RKPDesa dil) ]
11 a4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Pemhahan P dil)
5 I‘engololmm "Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa ]
6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) o
117 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
11 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa T
! | c _l‘enanahan o __i
1 1 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
171 2 | Penyuluhan Pertanahan 1
"2 | PEMBANGUNAN DESA o —_—
a | Pendidikan
17| 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan 1
Honor Pengajar,Pakaian Seragam, Operasional, dst) i
] 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Nonformal Milik | '
Desa
| 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ '
. TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Nonformal
a | Pembangunan Penambahan Gedung PAUD ;l
b | Kesehatan 4‘
1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) !
2 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader _i
Kesehtan DIl)
3 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif
Kader Posyandu)
4 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
a | Penyelenggaraan PMT Stunting
b | Oprasional dan Honor KPM
¢ | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
a | Jalan SDN 01
2 PemblaggunmﬂlehabilitasilPaﬁngkataNPengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
ipili
(D Jalzn Rt 02 Rw 02
¢ | Jalan RT 01 Rw 03 (Musola Darrusalam)
[ d | Jalan Masjid Al-Huda
f e | Jalan Rt 03 Rw 03
f | Jalan Gang RT 04 Rw 04
g | Jalan Gang RT 04 Rw 03
h | Jalan Gang RT 05 Rw 04

i | Jalan TK Perintis Bangsa /

3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

a | Jalan Blok Selupis

b | Jalan pertanian Blok Setro

¢ | Pengurukan Jalan Pertanian Blok Mberan s d Pantai

d | Jalan blok Mberan s.d. Tambak

e | Normalisasi Jalan Pertanian Mberan Kidul (Duriat)

4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)

a | Jembatan Lapangan

| [— ——— S -

b | Pembuatan Jembatan Balai Desa

5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

a | Draenase/Selokan Depan SDN 01 s/d RT 7 RW 2 Clumprit

b | Selokan RT 06 RW 02 (Meneruskan)

6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa
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a | Rehab Pagar Balai Desa

7 I’emelnhmnn Pemakaman Mnllk I)un/ﬁum l!enc]arah Mu]lk Dua

Talud Makam Kemang: - P e ey

) h Talut Jalan Makam

8 l‘en\ruuman lh\kumeﬂ I’erenrannan Tata Ruang [)c!a som——

| d [ Kaw acan Permukiman

(g I)uhmgan Pelaksanaan Program Pemban;}unaniR;i{a_h Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2 I‘emhangunanchhah|I|ta11f[‘enmgka1m Fasilitas | Pengetnlaan Sampah lDlplIlh)

¢ kclunmmn dan Lingkungan Hidup —_—

I | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

Terselenggaranya Penghijauan Desa

£ pe',_{\{jb;n_gml, Komunikasi, dan Informatika

mny-elenggarun Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pariwisata

= =

| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
(Satlinmas desa)

b | Kebudayaan dan Keagamaan

1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

2 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
Keagamaan dll)

c Kepedeaan dan Olah Raga

1 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

d | Kelembagaan Masyarakat

1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

2 Pembinaan PKK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a | Kelautan dan Perikanan

1 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

a ] Normalisasi Saluran /sungai Kawasan Tambak

b | Pertanian dan Peternakan

1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

3 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

a | Pembuatan Sumur Bor Dalam

¢ | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1 Peningkatan kapasitas kepala Desa

2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa

3 | Peningkatan kapasitas BPD

d Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

I | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

e | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

I | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

f Dukungan Penanaman Modal

I | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAI [)AN MENDESAK

a | Bidang Penanggulangan Bencana

Bidang Keadaan Darurat

¢ | Bidang Keadaan Mendesak

[ Penanganan Keadaan Mendesak
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PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA

Prioritas program pembangunan skalaSupra
Desa/kecamatan/kabupaten  merupakan  program  dan  kegiatan
pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jungsemi
tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan
pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan
kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu
membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara
sumberdaya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun
prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi
Peserta Desa Jungsemi yang dipilih secara partisipatif pada forum
Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

Normalisasi /Bronjongisasi Tanggul sungai BluKar.
Rabat Beton Jalan PIK

Penerangan Jalan Laban - Jungsemi

Penyenderan Buangan dukuh Kemejing

GOR ( Gedung Olah raga ).

RTLH

g. Jembatan Penghubung Jungsemi-Tanjungmojo
PAGU ANGGARAN SEMENTARA
1. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.

715.202.000,- atau 23,86% dari total belanja desa.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 1.452.314.625,-

atau 48,45% dari total belanja desa.

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 99.000.000,-

atau 3,30% dari total belanja desa.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 619.000.000,-

atau 20,65% dari total belanja desa.

e. Bidang Tak Terduga dana sebesar Rp. 111.600.000,- atau 3,72%

dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja sebagaimana tersebut diatas, diharapkan visi-misi desa terutama
bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara
lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024
tercantum.

o a0 op
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BABV
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di Desa. Setidaknya permasalahan dan
ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riill masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian
desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara
proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan
dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Jungsemi

P%ag%: 27 September 2023
K SA JUNGSEMI
" ‘“-,,‘_‘_h g \‘-.‘

.J.,l':
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RKP Desa Jungsemi Tahun L0L+

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. : ﬁ. ...... e ... . . ..| — e
AT e L LIV A S| oy n, nuasBun
R ... g _Oa e pomamr e LT LT ] e /s v vass sl anva g — ,_E_...__E_..E a
A avd 000'001 'R waQ-uvp eRaQ] 1y RIisey e | nuasfung hep 19y ad JOUO} wrenjreg) wesg
AN [0 - oy ;l!ﬂqzho,_tﬁtsk_t \EQDE uweiediuz(aiuag | | e8a(] urun3uegiuad
UTAIpIpUSd | @ weeuwsNed| T
1 Auepigy dag yepuing
o = P G TR T T i
T Tdes wee( uwymuLatiag | 1efed [ “nieslung T T GG TS O e RN STy | T
o ) | e B v ) T A R A [ S EUE LIS
£ v —Tesssaste T ssrmE T uwsg ...mm..w.m«.... R A ﬁuﬂgﬂgnﬂﬂﬂg 3
e | e nAusg Wiy, FEV LN nuasdunp
: ﬂs&ox_:EuQEriﬂégitxgjg !.:Enm L |
- = e AR, . it bl S
LRt UL ed 1 Iesounpy uTElas sapedia [sapiad) mseq ummeiigey weuneniusg| 9
sag-uep weag UwiEiilisueg o3ed T juissgun B TRy UeTE|{lay R IEISAT] TR py Gew{opdusd | §
e
»o'm A nuasiu
AO'IN unsniliag w], 1eqed | nussdunp rd7 “weyeqrusd saqadY ‘s3dady) eseq ueBuenay uswniod urunanius | ¢
o U’H -
me MY B yored 1 e _.=v uucgmxm..qcuez?_m_ U3 UNSUROUSIRY USWTo(] Geanendued | £
T e A i FARAER) e
‘deg‘unpuep aTRRLE. Lt Romchmr uop esap Snquuad ‘snpsnjy) BiUUe] essg yeramedsnpy ureeiluspdua |
a ¥ sy BIaPENY B nuasdun = E:.E.J-
r av 000°000°6 dag tmpuep PENN EHRsag = b ! r i w
[ aav 000"000°S SS-URr | s releutistisg 3Ed | s
M aay 000°00S'T WEA UL EIILIaOIR] Ieed 1 nuesdunp
[ agy 000005 Sag-uer A JeunakEER jaRd 1 Ty
* udHE 000°000SZ e e b e | N 00 Tiesdin
r aav 000°000'S soq-uer | o ooe _.T._E..ul_mam w1 rwssSunp
r avd 000005 991 ey wsoq wuListisg H6°E TiFSsBGnL i e i, v i, T I
©3g-uer ESI( UEEIULISWR] [§Uot .ioﬁvnﬁagnnﬁﬁsﬁ!h .
~ aav 000 00F £ e A /1A STUTnE U] J9ed | Tissaun M/ 1 euoselsds [Jousstl] Z
9 (p*ucdi= opasy S|
‘09’ -ure, wofduy Ieed y L} P e
¢ s 00 E TR Aes - i uereyed iod uedwidusied yLy) Qdd [FuowRisdo uwerpaiuad| 9
x aav 000'00LEF soq-Uer add e088uy 80 Z1 TaIeeBun E[mla.ﬁ% s
(p ‘uod(# /sy Inqioe/seup =d uedeyBuagad
“ -1 nussdun .
., aav 000°000°LE saq-uep esaq YU JoEd | v r ey L ke’ B “xrd - passcemndiedo &
» aay 000°00L L1 sa]-uer wEa] YEIULSUE] g0 Tl fuesdunp Jex3uBleg UEp esaq e[ede) BEy [W1SOS UsuLe Weerpaduad | €
r avd aav | 00B'ZS0'98T saq-uep wsaq Je{uersd €0 €1 nossdunp esaq iﬁsﬁm weSueluny, uep dme) vepseyluayg| Z
p— e 4 —
* avd aay | 000'00T 9% seq-uep esaq ereday g0 €1 nussdunp esaq =y funy, wep dway, uepseySuag| |
N Nyl Wbty
(90 Wep'SO ‘TO ‘10 WwnEBay YNIUN 6,0 [eumsERp) wsag] -
wiy ereStusiaiting ESa(] UeyEIULISWag
uEyEjuLsway [euciseiedg wep uelueluny, ‘dups elueeyg w g
£l T [ ] b J a fpia q o
¥
; EoEELg | Jsquing (dag) ypup ueyeSay swape Buepig
T nuﬂ...sﬂxu_om Jeejuepy fuereseg awnjop s®jo] oN
UERUBSHFlad ®i0d e g e JequIng Uep eleig HEm umeSey siua [Suepy qngSuepig
yelua] emep - ISNIAOHd
Mpusy - NALYNEVH
Bunyqduey - NV.LVIANVOEN
nuasdunp - ¥53a

PYEOE uedEauy NNHVL

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner

w1 nuesfunp sl _ . fumdiq)
NE—— e ET o O S Pureg /iwnmqeyey/ isurniusquing |
nun g rssfunp NIAYD Tuny yele]
ARPLL 1 o qeey [ Fumaquua ureBoly wmmmeeyeEg mdBunyng | [
AP W ; LTI 1 ULS, UesemE]
iR | eRBin wBac] JUNN WiE] UWELEOUaia] USINA0] UVUNsnaUad] &
ul X961 Tiesdunp” TS q
S'IX0bE TssAun AT WEE AT u
wEac] TN Uereloaiseg arilg eesg (i Oeae ee, Twe ; A
« ese( ¥ Aeepy
¥dHE Qvd | 000000002 a«Sa..MH..«EEE nussunp i o S
N - ) i B - s e e e T el
T aa OST'8BL+E weaq] JeuieAsep | £5'0%X05 0%Ee | fuiessunp {irensTustaN) Z0 M 90 Li teAoes[q
avd 000'000'98 wsaq JeqereAsel | £ 0X0S'0%06 | twessunp | widiiings z ma L 1o /9 10 NQS uwdaq umiopes /ewmiseic | w
frp weAores
‘Buoiop) esaq Ueler eueresel] uneyluis IsEigeysy /usuniuequiag | §
~ | udHa ava | ooo'ooo'sz esaq JeNENRASEN nussdunp eSeq reTed UmBquisr URIENGEed | 4
ure] saqung | 000'000'Z1 esa( yeereisel nwasdunp treduede] usEquar |9
Ea&aq -_ln
AW UETequar Ueseladuad /t {Buruay / 1o Jr >
[ ureq Jaqung | 000'000'001 Esa(] JEqEIEAsE nussdunp [reung] mpry teseqy q!EEnz weTEr i_!ihbz F]
. gv¥ ¥)ME | 000'SOZ'E01 esaq yEEIEASE) zi'oxgxQlz | nussdunp eqUIB] ps U AO14 URTEr| p
3 avd 000°000'008 B2 YENEIEARE S'OXEX00S T nussdunp TEIUE] P8 UBIAQIN HOIg UETURLa URTer UEATLNE0Sd | 3
r v Mg | 000'e+8'0Z1 esa( yexeredsel | Z1'0xS'ZxXe6Z | nussdunp anag yoig ueruelad uerer| q
’ 8V ¥ME | 000'Z91 ‘€81 esa(] O erEAsEp T1'OXEXg.E | nuoesdunp sidnsg #oIg TeTer| ®
tue], wyes)) wefer veseseduag/ {Buruad /rseipqeysy / & | €
3 aa 000'0LZ'ES ese yeereisely | C1 0XG CXGZI | Muessunp SOULSg L TeTer] ¢
3 aa 000"L6S'801 esaq JeRIRASEN Z1'0XEXZZZ | noeedunp ¥0 »a GO L Juen uErEr| g
» aa 000'ZZL €9 esa(] yeyeIeise TI'OXEXLZT Twesdunp 0 ma pO L Sues uerer| 3
* ag 000'190°61 1 esa( yo{mredsEl | ZI'OXS'EXIIZ | Nuesdunp $0 % 0 1 JuUeg oeper]
* ag 000'L06'LL esa( JERRAREN ZTOXEXLST Twesaunp TO nd £O 1 Uerer| »
3 ad 000'SHB'Z6 eso( JEHe W TI'OXEX061 | muesdunp ; =pnH-[v PUSEN Uerer| p
* aa 000'c0b’ L8 ese(] Jeereisep Ti'OXex8L1 noesaunp lireesnireq Boanp) €0 2d 10 Ld 9=rer| 2
» aa 000 1++'TL esa( yeyerelsey ARG ; unp ZO my 2O 14 UerEr| v
(yrpdiq) wBmDnULIRg
ueSunySur] werep Suruag ismmqEyRy / Suequiayg | Z
ad 000'0E8"LL wsaq ywqureisely | Z1'0XbXOZI | muesSunp T0 NOS Uerer] v
esag usler Suag / ' /SRITq / 3 d| 1
Susny UNElEURd UEp Wnwn -
| ad 000'000C PO Wd 3 18pes Buwig TiissBiin - Wy JOUoH Uep [euomesdo] q
aa 000'000'S esaq y{eIRisEN g 1 nwesunp Sunumg Lnd ueneSusiaiusg |
...... umeyssey Suepig qng wnedey o) o
s SO Wpey nussner
aq 000'000'08 esa( yexEIBisEy wn g nussdung | ooy quuey nqp seey ‘wegequie], e npuRisog ulﬁﬁi!ﬁ.._ €
uEy 1a)
aa 000'000'E esaq JeuIuisen e | twesdunp vlvuey Yepemisey yriun) ueieyssey Suspig :L-ﬁi:“x:!ﬂ:gﬁv z
i (asp ‘G
aa 0O0'000'S saq-uep 1938 | nussdunp | JnussL| U] BSQ NIUN SepUIad /s usieyesay sog uesseRSusiaiuag | |
L e
ad | eoo'von’osi uiufsuy WA “nuesdung T Qilvd Sunped (uqequivuag aeunguequisg[ € [
. e AR L RS ) e
yeswipe /OdL/ VIL/VAL/ ML /d0vd  Swiag ey /eudiesel /eusieg
ueepuiusg /tuydulusg fisnpqeysy /ueunduequiag | ¢



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner

D00 009 111 G AURDIE Jag [EIn .
= " T L | S — |
-I P "} aa 000009 111 asdunp - giﬂigs“[
I o == FeRSpUEy twapEay FE AesopusH
................ R IR Uewepeey UwuEsuMLSg] | uep * jminreq
S i  AERTESRERAE, IReA, SRR SR ) CRRERET G AR L K] EI-W e e e s
T wuwolier Ueuwnaduniiag umuday] [ n3reuag
= wiuwousy] UIUWNasunUa] SUnpig| W Buepg
000'000°619 b AURDIE J9g WEQLnN
o TR ] Tava | ooo'ooo'z wsag JefereisEy Biiwio 0o Twewdin e L e e R T
0 G RN D, R | NN . g%%;:n ]
~ avd 000'000°C esaq yeperlsvpy #uwio 00 fiisfun % CONIENE g T TweT o o
NETE S (A B S A . —
SR T ) avd 600'G00'E Vesq TeRIReR | WG 66| HsaBuRE -
] = P
] IS . avd 000 000 & b _dd wisHsy 3USiG 6 FioRHGT[- e T =
» avd 000'000'S 83(] wEa(] Ve BlURIa] FEis'6 Tissdun Eaad iU seedEy anetuiisg [ Z |
55 [ —_avd 000'000"1 s s Bfedsy ol fissgun Baa e eiEede FEE IS | T |
i wsa] Jmaredy W e l
[ une] Jaqung | 000'000°'SLE ©S3(] ey EIEASER wun g nussdunp WETe(] og JNung ES#:DEU;._,
T i i UENFLLISR UBD URIUELad JUNDIE qNg UwTeey ure] ure | £
- . i ewered n alfﬂﬂn-m.__.ﬂ.l.ﬁ.r
r AONJNVE | 000'000'00T esaQ yeesedse W 00 nusssunp |medu] rempeg Y —— ywag| z
P avd 000'000'02 esa(] yefereisel nun 00 nwesdun, eUEy1apeg [ a1sia ], 1sEIU] URmey URRIEYTSWa | |
x are] Jequing | 000 000 01 wseq jeqeIuAsEN oned 1 Tigssdun
reyureisel
uTeivpdaqiuagd
000°000°66
" aav 00000002 saq-uep Sid .q-_!.«mwmnq 195Ed | Tissdun
o AN T AT
P ACHINYEH 000'000'S »io we8suy eoped | mossdunp,
eunreduerey
» aav 000'000's woBsuy red 1 nwesBun z
" ad 000'000'S saq yeseteisei 395(ed 1 Ty w8ag ¥ Tepn Jiag| 1 |
y
r avd 000'000°0t degiBy esa yeRreisep ey £ mmelanp z
r avd 000'005"1 13y esa(] yeyereisepn 3aed | nusedunp ]
9
]
» avd 000'00S'ZE esaq Jeyerelsep eNed 1 nues3unp Yoro ueqrIsiay / L S nuag wep ol 1 ueeReiseway
JexRIvAsR) ..nlau unpurag wep .E:ED Ueqialey UBRURIElUaey | B UERLIG U
OSTVET LLO'E T duepig Jad yepan,
- EES e
» avd 000'000'001 » BloEiusy eed | nussdunp esaq 1ey3uly mEstuireyg ueluequsduag | |
. ] ﬂﬂLﬂ. Tregt
I J B :  Tweuny wAmQ Jequung usp Ghaug| 3 |
2 ST (THIET T avd | 000'000°0% ESaq JERIBAREN EiTy ) fiissdun UnsnQ wied uep 1sewiiojul ueded] e
s  lOONO0ON s il
e | g s uwp tewpUnwWoy ‘uNunqnymyg Auspig Qg Uneday ury Lre]
O “Jooa’eco’ar T T T ] s s eeig LT T I LT . E3Q UE[EL [P NQUIR- gLy Lwenqwad] T
i T anav ooo'oos’t T Tseag U Esag Jeuieleepy N 0o nesdung 7T Tia oyed 1easod] vsed NQnd U dFCOu _. E&:u_ ﬂ_..*— il
T T 3
RS iy snqaing | oGS g T T - _|
I S — R i st Bt Srivkayerpinla B0 Pt o L e e = Emﬂ!: bk :xa_o_cu._.c& i
= dnpiy unyaur] uvep weuenyay | @



https://v3.camscanner.com/user/download

CSU LEOZES ¥

TYLOL HVIWNM

UVELEIqiLieg BUEPIE Jad qepunpe

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

UL AZHIWHALAS LT -
CTOTNNHVL 0 ¢
TWRFEAN AT YEACT NVANTVHAA ¢

TVDDNVL
HOWON
M NWH AT

N ,m, _
INSSONNP VSTAVAVAZN,
czor 1squaidag [z pussBunp
eirey weuodsues]
" . . ofouBunfuey, p| (ofouBunfusy, saeyy yepnussduap ofowsfun (e | -nussBunp
000°000°0001 nuasfunp esaqq| -nwasdunp) wun 1 : 2
wresefony  |seanig mBung ynun velequae FungnySuag vemequar
PN ' efuundueqia]
; ¥ esa] nuesSunp Tuny
000000001 e o g e wing | efepduveledmy H1Ld 9
it n yewny eAunfueqia]
ou nuasfunp
0000000001 ; ao.mﬁ npuesg unsng| un 1 esaq 1p efed y=i0  |{ =%y yeio Sunpso ) y0O| S
s W euereg eAuuniueqia]
— esaq Suilaway jeny Sued veSueng Surbway yrong
000°000°00S Jeyerelsep unsng W 000T Jopusg eduundueqia] | wefueng ueispusiusg v
000°000°05 esa(] nuesSunp — nnaﬂﬂhuﬁhrﬁ”“m noesFunp 3
Telse - % - wefueis
JexE. W ueqe] uerer trep ueveuresy ueqe] weTe uag
S esaq Mid eresmlEd Hid Wmsiarng
uwelg uns
000°000°000°T Jeserelsen npurelg ng| W 00sZ werep veseleey werep uoleg 1eqEy [4
(rseaqy
y Teyng refung
. g esaq Fuiloway ueSue[nFdueayeie]
000°000'000°T Jeyerelaeyy unsng W000T | gy o reymng reSung _smuw_.h.awﬂ&ao_n:&m 1
nFfue], efundueqia] T N
zr [ or 6 _E L 9 s ¥ £ z 1
ey NIVT-NIVT NV “AOHd qddV “HVH QEdv
12¥ NIVT-MIVT/QdAE LVVINVIL IEVHOT ANOTOA / NVLVIOEN HOLVMIQNT NVIVIOEN /oNvald ON
MVVAVIEREZd HVINACr / NVIOS0 NVArol $
$Z0Z NNHVL VSId VHdNS VIVHS NVLVIOIH SVLRIONRd VEIA dHY NVINSA AVIIAVA
TVANTN - NALYdNEVH
DNNMONWN * NVLYWWVOEX
INESONNO: vsada

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

